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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Permasalahan ketidakjelasan waktu pemenuhan syarat usia minimal 

calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) 

huruf e Undang-Undang Pilkada menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan potensi diskriminasi, terutama terhadap kelompok usia 

muda yang secara substansi memenuhi syarat usia pada saat 

pelantikan, tetapi tidak pada saat pendaftaran. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa syarat 

usia minimal harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon 

oleh Komisi Pemilihan Umum, sebagai upaya menjamin kepastian 

hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. 

Keputusan ini sekaligus menegaskan peran Mahkamah Konstitusi 

sebagai penjaga konstitusi yang memastikan norma hukum tidak 

bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi 

manusia dalam sistem demokrasi Indonesia. 

2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, 

hakim menggunakan metode legal reasoning yang komprehensif, 

meliputi penafsiran gramatikal, historis, sistematis, komparatif, dan 

teleologis, serta konstruksi hukum seperti analogi, penghalusan 

hukum, dan argumentum a contrario. Pendekatan ini menunjukkan 

bahwa Mahkamah tidak hanya menegakkan asas kepastian hukum, 

tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan relevansi 

sosial. Mahkamah menegaskan bahwa syarat usia minimum calon 

kepala daerah harus dipenuhi pada saat penetapan calon untuk 

menjaga kepastian hukum dan konsistensi aturan. Penentuan batas 

usia merupakan kebijakan hukum terbuka yang menjadi 

kewenangan dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, 
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Mahkamah menolak permohonan perubahan ketentuan usia minimal 

dalam undang-undang tersebut. 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 

menegaskan bahwa syarat usia minimal calon kepala daerah harus 

dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan 

Umum. Hal ini mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian 

hukum dan keadilan substantif, sekaligus membuka ruang 

partisipasi politik generasi muda yang berkualitas. Dari perspektif 

kepemimpinan Islam juga mengajarkan bahwa seorang pemimpin 

harus memiliki kematangan, kebijaksanaan, dan kemampuan 

berpikir jernih dalam menghadapi kompleksitas permasalahan 

publik. Oleh karena itu, usia tetap relevan sebagai indikator 

kematangan psikologis dan emosional. Dalam perspektif ini, 

keputusan Mahkamah Konstitusi yang tetap mempertahankan syarat 

pelantikan setelah usia tertentu dapat dipahami sebagai upaya 

menjaga keseimbangan antara aspirasi generasi muda dan standar 

kematangan kepemimpinan. Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta 

menghapus syarat usia, tetapi menyesuaikannya agar tetap memberi 

ruang yang adil bagi calon pemimpin muda. 

5.2 Saran 

1. Untuk menghindari konflik hukum dan ketidakpastian dalam 

pelaksanaan Pilkada, disarankan agar pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat melakukan revisi terhadap ketentuan syarat usia 

calon kepala daerah agar secara tegas menyebutkan waktu 

pemenuhan usia minimal, sehingga tidak menimbulkan tafsir yang 

berbeda-beda. Komisi Pemilihan Umum juga perlu secara konsisten 

menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tahapanan 

pemilihan, dan masyarakat khususnya generasi muda diberikan 

edukasi politik yang memadai guna meningkatkan partisipasi dan 

pemahaman atas hak-haknya dalam proses demokrasi. Selain itu, 
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Mahkamah Konstitusi perlu terus menjalankan fungsinya secara 

proaktif dalam menjaga konstitusi dan memastikan keadilan 

substantif dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. 

2. Pembuat undang-undang disarankan untuk secara berkala mengkaji 

dan menyesuaikan ketentuan usia calon kepala daerah agar relevan 

dengan dinamika sosial dan kebutuhan generasi muda tanpa 

mengabaikan prinsip kesiapan dan kematangan kepemimpinan. 

Komisi Pemilihan Umum dan lembaga terkait perlu meningkatkan 

sosialisasi dan edukasi mengenai persyaratan calon kepada 

masyarakat agar mengurangi potensi sengketa hukum. Pemerintah 

juga sebaiknya memberikan ruang dan dukungan lebih luas bagi 

generasi muda melalui program pengembangan kapasitas 

kepemimpinan. Selain itu, Mahkamah dan lembaga peradilan lain 

hendaknya terus mengedepankan metode penalaran hukum yang 

seimbang antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam 

memutus perkara. Jika terjadi perubahan sosial-politik yang 

signifikan, ketentuan usia minimal dapat dikaji kembali melalui 

mekanisme yudisial agar hukum tetap adaptif terhadap 

perkembangan masyarakat. 

3. Disarankan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi 

undang-undang Pilkada untuk memperjelas ketentuan waktu 

pemenuhan syarat usia guna menghindari tafsir yang berbeda dan 

konflik hukum. Komisi Pemilihan Umum perlu menerapkan putusan 

Mahkamah Konstitusi secara konsisten dan mensosialisasikan 

kepada publik. Selain itu, edukasi politik bagi generasi muda penting 

untuk meningkatkan partisipasi yang berlandaskan pada kualitas 

kepemimpinan. Mahkamah Konstitusi hendaknya terus menjalankan 

perannya menjaga nilai keadilan dan konstitusionalitas, serta 

memastikan hukum sejalan dengan nilai-nilai moral dan maslahat 

dalam kepemimpinan, termasuk yang diajarkan dalam Islam. 
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